KEPUTUSAN MENTERT NEGARA AGRAFIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASICOMAL

NOMOR : 116/HPL/BPN/95

P i
TENTARMG '

PENDAFTARAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA ;
CTORITA PENGEMEANGAN DAERAH INDUSTRI i
PULZU BATAM, ATAS TANAH DI XKOTAMADYA BATAM i

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASTIOMAL

Membeca : Surat permohonan dari Kepala Satuan Pelak-
sana Otorita Pengembangan Daeral Industri
Pulau Batam tertanggal 16 Juni 1395 Nomor
B/550/KA/VI/1995, oeserta surat-surat vyang
berhubunaan dengan itu.

Mznirbana : a. bahwa dengan Xeputusan Menteri Dalam Ne-
geri tandgal 18 Pebruari 1977 Nomor 43
tahun 1977, kerada Otorita Pergembanagan
Daerah Indnustri Pulau Batam teleéh diberi-
kan Hak Penaelclaan atas seltu;uh areal
tanah yvang terletak di Pulau Batam,
dengan Kketentuan bahwa Hak Pengelolaan
tersebut baru dapat didaftarkaa setelah
syarat-svarat dalam Keputusan tersebut
dipenuhi.

b. bahwa untuk pelaksanaan pendaftzran seba-
gian dar: Hak Pengelolaan seluis 197.744
M2 (seratus sembilas puluh tujuh ribu
tujuh ratus .empat puluh empat meter
persegi), terletak di Desa Nongsa, Keca-
matan Batam Timur, Kotamadva 3atam,
Propinsi Riau, sebagaimana cliuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1995
Nomor 493/1995 perlu diterbitkan Surat
Keputusan Pelaksanaan Pendaftaran Hak
Pengelolean secara partial.

c. bahwa bardasarkan Constateriig Rapport
tanagal 22 Juni 1995 Nomor 144/CR/BTM/
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1995 dan Surat Xeterangar Kepala Desa 3
Nongsa tanggal 21 Juni 19¢5 Nomor ﬁ
112/DN/KET-VI/1995 tanah vang dimohon
berasal dari tanah negara yang dikuasai
oleh Pemohon berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977,
vang sampeai saat ini tanah dimaksud tidak
dalam sengketa, bebas dari garapen dan
tidak diduduki penduduk.

coLETETL R AT T

d. bahwa tanah tersebut akan diperganakan
untuk Hak Pengelolaan Otorita Pengem- E
bangan Daerah Industri Pulau Batam 1
(OPDIPB).

Mengirgat : 1. Undang-undang Ncmoer 5 tahun 1960 (Lem- fg
baran Negara tahin 1960 ncmor 104, Tam- :
bahan Lembaran Negara nomor 2406 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tehun 1961
(Lembaran Negara Republik Indenesia tahur
1961 nomor 28);

3. Kepntusan Presiden Nomor 26 talun 198&;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1993:

5. Peraturan Menteri Agraria Nomc: 1 tahur

1966;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1
tahun 1977.

7. Peraturan Menter.. Dalam Negeri nomor 1

tahun 1987;

8. Peraturan Xepala Badan Pertanahan Nasio-
nal Nomor 2 tahun 1992;

9. Keputusan Presiden Nomor 96/M té&un 1993.

. Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pertanaian Kota-
madva Batam tanggal 22 Juni 1995
Nomor 103/560/1995.

2. Surat Kepal.a Kantor Wilavah Badan
Pertanahan Nasional Prop:..asi Riau




tanggal 29 Juni 1995 Nomor 24/560/
1995,

M EMUT U S K A N

MINETAPKAN

P ZRTAMA : Memberikan izin kepada Otorita Peagenbangan
Daerah Industri Pulau Batam untul: wrendaf-
tarkan secara partial, Hak Pengelslaan atas
tanah seluas 197.744 M2 (seratus sembilan
puluh tujuh ribu :tujuh ratus empat pulua
empat meter persegi), terletak d:- Desa
Nongsa, Kecamatan Batam Timnur, Kotamadya
Batam, Prop:nsi Riau, yang diuraikan dalam
Gambar $Situasi tanggal 5 Juni 1¢95 Nomo-~
493/1995, dengan ketentuan dan sya-at-svyarat
sebagaimana tersebut di bawah ini

a. Segala akibat, biava, untung den rugi
vang timbul kareia pemberian Halk Penaelo-
laan tersebut menjadi tanagung jawab
sepenuhnya dari 2enerima Hak.

b. Penerima Hak wuntuk izin penda’taran Hak
Pengelolaan ini diwajibkan membayar uang
administrasi keosada Negara se-esar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) dar untuk
pelaksanaan 1landreform sebzsar RD.
50.000,- {(lima pualuh ribu rupiah).

¢. Uang sebagaimana tersebut vada wuruf "h"
di atas harus disetorkan langsuna oleh
Penerima Hak me .alui Bank Pemerintah ke
dalam rekenina Kas Negara "E" dengan
Nomor Kode 0412 atau pada Kantor
Pos/Kantor Pos Pembantu ke dalan rekening
Kas Negara "C" dengan Nomor K:-de 04-2
atas Mata Anggaran Pendapatan Bacan
Pertanahen Nasional (M.A. 09.27.054%)
dan harus dilunaskan paling lanrbat dalan
waktu & (enam) bulan terhitiag seijak
tanggal Keputusan ini.

KEDUA : Tanah tersenut harus diberi tanda Hatas se-
suai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
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KETIGA

KEEMPAT

KELIM?

dalam Peraturan Meateri Agraria Nomor 8
tahun 1961. -

Untuk mempercleh tanda bukti hak berupa serx-
tifikat, Hak Pengelolaan tersebLt harus
didaftarkan pada Kantor Pertanahan cetempat,
selambat-lanbatnva dalam waktu I - (tiga)
bulan setelah dilunaskannva penbavaran
dimaksud dalam diktam Pertama huruf- "b" di
atas dan membhavar biava pendaftaran manurut
ketentuan yang berlaku.

Penerima Hak dalam renyverahkan bagian-bsagian
dari Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak
ketiga diwajibkan urtuk memenuhi/tunduk pads
ketentuan-kKetentuan Peraturan Ment:zri Dalanm
Negeri Nomor 1 tahur 1977.

Tanah vang dipergunakan untuk prasaranc
lingkungan, utilitas umum dan tasilitas
sosial lainrva harus diserahkan/c¢ ilepaskan
kepada Pemerintah Kotamadya GBatam di Seku-

pang.

Dengan Catatan :

Arabi’a dikemudian hari ternyeta terdapat keceliruan/
kesalahan cdalam penetapannya, Keputusan ini akan ditin-
jeu kembali sebagaimana mestinva.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanagal « 25 Aguns:us 1995

MENTEI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN VASTONAL

ttd

Ir. SONI HARSONO

105

LRI mf-'-m-:-.nmuj

S Y

e

AT

< A Yo Lo AL I, 45T s A




